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Abstrak
 

Dalam kurun waktu 1998-1999 Australia menunjukkan perubahan sikap politik (terlihat dalam pelaksanaan

politik luar negeri dan sikap aktor/elit politiknya) yang cukup drastis ke sisi negatif kepada Indonesia terkait

dengan masalah Timor Timur sampai membuat hubungan kedua negara turun pada titik yang terendah untuk

masa lebih dari sepuluh tahun terakhir. Perubahan dalam politik luar negeri Australia yang awalnya sangat

bersahabat, dapat dikatakan dimulai ketika terjadi pergeseran dalam kebijakan luar negeri Australia yang

lebih memprioritaskan hubungan dengan Amerika Serikat daripada negara-negara tetangganya di Asia

termasuk Indonesia, seperti yang terlihat dari Buku Putih Kebijakan Luar Negeri dan Perdagangan Australia

tahun 1997.

Ketika isu hak asasi manusia (HAM) mulai menjadi topik utama hubungan internasional bahkan pandangan

integratif yaitu pandangan yang menyetujui keterkaitan HAM dengan berbagai bidang lainnya lebih

mendominasi dunia, dibandingkan dengan pandangan fragmentatif, publik Australia sebagai bagian dari

masyarakat dunia yang demokratis juga makin meningkat kepeduliannya terhadap isu HAM. Dengan letak

geografis yang sangat berdekatan, Indonesia dan Timor Timur kemudian menjadi sorotan bagi kampanye

HAM Australia.

Perubahan kebijakan luar negeri Australia sebagai suatu entitas terhadap Indonesia dapat dilihat dari

perubahan politik luar negeri Australia baik dari kebijakannya (policy) sendiri maupun pernyataan politik

aktor-aktornya. Aktor/elit politik yang paling menentukan adalah Perdana Menteri Australia. Secara pribadi,

Perdana Menteri Australia John Howard mempunyai kepentingan untuk mengakomodir tuntutan domestik

yang diwarnai isu HAM ini terkait dengan ambisinya menjadikan Australia sebagai deputi Amerika Serikat

di Asia Pasifik. Alasan pribadi lainnya adalah untuk menaikkan popularitasnya agar dalam referendum

Republik Australia (dilaksanakan tanggal 6 November 1999), pandangannya yang monarkis dapat lebih

diperhatikan publik dan Australia tetap menjadi bagian dari Kerajaan Inggris.
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